
BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARFA,

Menimbang a. bahwa Kekayaan Intelektual Komunal berupa Ekspresi
Budaya Tradisonal, Pengetahuan Tradisional, Sumber
Daya Genetik, Indikasi Asal dan Potensi Indikasi
Geografis yang ada di Daerah merupakan salah satu
modal dasar pembangunan untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat;
bahwa untuk menjaga dan memelihara Kekayaan
Intelektual Komunal diperlukan pengaturan sebagai
dasar pelaksanaan dalam melakukan invetarisasi dan
pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal yang ada
sehingga memberikan kepastian hukum;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurlrf a dan hurtIf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Kekayaan
Intelektual Komunal;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tatum 1945;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Taturn
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita
Negara Repubhk Indonesia Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tatrun
1968 tentang Pembentukan Kota Purwakarta dan Kota
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l£mbaran Negara Repubhk
Indonesia Tatrun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

b.

C.

IVlengingat 1.

2.

3.
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sebagailnana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terItang
Penetapan Peraturan Pemeintah PengganU Undang-
Un(lang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nc)mor 4 12 Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 28 Tahtm 2014 tentang Hak
Cipta (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tatlun
2014 NoInor 266, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 5599);
Peratwan Pemerintah Nomc)r 56 TaIlun 2022 tentang
Kekayaaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232 .
Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia
Nomor 6837);
Peraturan Daerah Kabupaten PUIwakarta N<.)mor 9
TaIlun 2016 tentang Pembentuka1 dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengmr Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor I Tahun 202 1 tentang
Perubahan Atas Peraturur Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 9 Tatrun 20 16 tentang
Pembentukan dan Susunm1 Perangkat Daerah
Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten
Pwwakarta Tahun 202 1 Nomor I).

4.

5.

6.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan
BUPATI PURWAKARrA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMUNAL.

BABI
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yulg ciimaksud dengan:
1 . Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.

2 . Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai
penyelengg.ara Pemerintaha1 Daerah yang memimpin
urusan pemerintatran yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
Bupati adalah Bupati Purwakarta

urlstlr
pelaksanaan

3.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

I P Cul
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5.
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemer&!tahan yang menjadi
kewenangan presiden Yang pelaksanaanya dilakukan oleh kemente;Ian
negara dan penYelenggara Pemerintahan Daerah untuk mebndungj,
melaYani> memberdaYakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati - dan DPRD dalam
penYelen®aFaan UIusan pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah.

Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
UIUsan Pemerintahan bidmrg pendidikan.
Dinas Koperasi, Usaha RecU, dan Menengah, Perdagangan dmI
Perindustrian adalah Perulgkat yang menyelenggarakan ur\rsan
pemerintahan bidang koperasi, usaha keci1, dan menengah, wusan
pemerintahan bidang perindustdan, dan urusan pemerintahan bidmlg
perdagangan.
Dlnas Kepelnudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan adalah
Perangkat Daerah Yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kepemudaan dan olahraga, urusan pemerintahan bidang pariwisatal dan
urusan pemerintahan bidang kebudayau1.
Dinas Arsip dan Perpustakaan adalah Perangkat Daerah yang
menYelenggarakan UIusan pemerintahan bidang kearsipan, dan urusan
pemerintahan bidang perpustakaan.
Dinas Pangan dan Pertanian adalah Perangkat daerah yalg
menYelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, dm1 urusan
pemerintahan bidang pertanian terkait kewenangan tata kelo la pertanian.
Dinas Perikanan dan Petemakan adalah Permlgkat Daerah yang
menYelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
Sub uiusan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dan urusan
pemenntahan bidang pertanian terkait kewenangan tata kelola
peternakan dan he\van.
Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah
kekaYaan intelektuai yang kepemibkannya bersifat komunal dan memiliki
nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral I sosiaII dan
budaya bangsa.
Ekspresi BudaYa Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta,
baik berupa benda mauptm tak ben(ia, atau kombinasi keduanya ymlg
menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisiona] yang dipegalg secar;
komunal dan hntas generasi.
Pengetahuan Tradisiona! adalah seluruh ide dan gagasan dalam
masYarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai basil pengalaman
nYata dalam berinteraksi dengan hngkungan, dikembangkan secara
terus–Inenerus, dan diwadskan pacia generasi berikutnya.
Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari
tumbuIlan, hewan, atau jasad ren& yang mengand;Ing unit yang
berhlngsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai naai nyata
maupun potensial.
Indikasi Asal adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak sec.ara
langsung terkait dengan faktor alun yang dilindungi sebagai tanda yang
menunjukkan asa1 suatu bararlg dan/atau jasa yang beam dan dipakai
dalam perdagangan.
Potensi Indikasi Geo©a£s adalah suatu barang dmr/atau produk yang
karena faktor hngkungan geograas termasuk faktor alam, faktor manusia,

atau kombinasi dad kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu
pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi
untuk dapat dilindungi dengan indikasi geografis dan belum dida}tarkan
sebagai indikasi geogra£s.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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19. Sealunitas Asal adalah masYarakat hukum adat dan/atau komunitas
k)kaI yang menghasilkan, mehndun#, memehhara, du1/atau
mengembangkan KIK secara komunai dan hntas generasi J termasuk di
dalamnya masyarakat pendukung.

Bagian Kedua
Nlaksud dan Tujum1

(1)

Pasal 2

Pengaturan KiK dimak$udkaIl:
a. penYelarasan kebijakan untuk memfasilitasi dalaIn inventarisasi

Kekayaan Intelektual Komunal di Daerah. ’

b. memberikan kepastian hukurn terhadap Kekayaan Intelektual
KOInunal yang ada di Daerah.

Pengaturan KIK disusun dengan tujuar!:

a' terwujudnya fasibtasi inventadsasi dalam rangka menjaga dan
memelihara KekaYaan Intelektual Komunal untuk mendorong
perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyuakat; dan

b- menjaga dan memehhara Kekayaan Intelektual Komuna! di Daerah.

(2)

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3
Ruang lingkup pengaturan KIK, meliputi :

inventarisasi;a.
b. penjagaarl;
C+

d.
pemeliharaan;
pemanfaatan; dan
pendanaall.

BAB II
JENIS KEKAYAAN iNTELEKTUAL KOMUNAL

Bagian Kesatu
Umum

KIK terdiri atas:
a. Ekspresi Budaya Tradisional;
b. Pengetahuan Tradisional;
c. Sumber Daya Genetik;
d. !ndikasi Asal; du1
e. Potensi Indikasi Geografis.

Pasal 4

(1)
Pasal 5

Bak atas KiK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurtS a sampai
dengan huruf d merupakan bak moral yang bersifat inklusif, yang diampu
dan/atau diemban oleh Komunitas Asal, yang memihki manfaat ekonomi.
dan berlaku tanpa batas wakLu.
yak atas KIK sebagaimara dimaksud daiam Pasal 4 hwa e melupakan
bak moral Yang bersifat inklusif, yang diampu dan/atau diemban oleh
Komunitas Asal.

Hak moral Yang bersifat inklusif bad Potensi Indikasi Geogra$s
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan pehndungm1

(2)

(3)

X & Zur.
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Fkskiusif setelah didaftarkan menjadi indikasi geograBs sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang_undangan.

Bagian Kedua
Ekspresi Budaya Tradisional

Pasal 6
Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dirnaksud dalam Pasa1 4 hwa a
memiiiki ciri:
a' mengandung naa> cara pan(lang, dan bentuk tradisiorlal, serta disustm,

dipelihaTap dan dikembangkan baik di dalam maupun di luar kontekstradisional;

b. dialapu dan die laban secara komuna1 dan bersifat kolekt#oleh masyarakat
hukum adat dan/atau kourtuUtas lokal sebagai Komurlitas Asahy;;

c' dikembangkan secara terus-menerus oleh Komllratas Asd sebagai respon
terhadap bngkungu1 }Bdup2 alaIn> dan sejarah;

d' dipeiihaFa> diperWakan, dan diteruskan secara linUs generasi; dan
e. memberi kesadaran identitas, keberlanjutan, dan mempromosikan

penghormatan terhadap keragama1 budaya dan kreativitas.

(1)
Pasai 7

Ekspresi BudaYa Tradisional sebagaimalra dimaksud dalam Pasal 4 huruf
a terdiri atas:

verbal tekstual:a.
b.

I

mus&;
c. gerak;
d. teater;
e. senl Iupa;
[ upacara adat;
g. arsitektur;
h. lanskap; dan/atau

bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan

::;::71::: ::11 : ::1:TJ;!!!IIIbH•}:==:1:::\:F :H ::ITin?£F£::=g::::I:SIIars3tj£t )
(2)

Bagian Ketiga
Pengetahuan Tradisiona]

Pasa1 8
Pengetahuan Tradisiona} sebagai£hana (Lnnaksud dalam Pasal 4 huluf b terdid
atas
a.
b.

metode atau proses tradisional;
kecakapan teknik;
keterampilan;
pembelajaran;
pengetahuan pertanian;
pengetahuan teknis;
pengetahuan ekologis;
pengetahuan Yang terkait dengan Sumber Daya Genetik;
pengetahuan pengobatan, cbat tradisionaI, dan tata cara penyembuhan;
sistem ekonomi;
sistem organisasi sosial;
pengetahuan Yang berkaitan dengan perilaku mengenai alun dan semesta;
dan/atau
bentuk peagetahum! lainnya $esuai perkembangan.

C.

d.

J.
k.
1.

m.

A #/XP
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Bagian Keempat
StImber Daya Genetik

Pasal 9
Sumber DaYa Genetik sebagailnana dimaksud dalam Pasal 4 huluf c terdiri
atas:

a. tumbuhan atau bagian tumbuhm1 yang mempunyai nHai nyata a.tau
potensial;

b' hewan atau ba#an hewan Yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
dan/atau

c. jasad renik atau bagian jasad renik yulg mempunyai nilai nyata atau
potensiai.

Bagian Kel&na
Indikasi Asa1

Pasal IO

Indikasi Asai sebagaimana dimaksud dalaI II Pasai 4 hurtS d terdiri atas barang
dan/atau jasa yang berasal dad: “
a. sumber dava alam:
b. hasil pertanian;
c. procluk olafian;
d. produkjasa; dan/atau
e. produk sera, kerajinan, dur industri.

Bagian Keenam
Potensi Indikasi Geogra6s

Pasal ll
Potensi Indikasi Geograhs sebagajrnana dimaksud dalam Pasal 4 bUIld e
terdiri atas barang da1/atau produk:
a. sumber daya alam;
b. barang kerajinan tangml; dan/atau
c. hasil industri.

BAB Ill
IIWENTAR{SASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

(1)
(2)

(3)

Pasal 12
Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan Inventarisasi KIK
Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daaksanakan dengan
pencatatan KIK yang dikoordinasikan oleh Dinas Arsip du1 Perpustakmn.
Pencatatan KiK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. Ekspresi Budaya Tradisional daaksanakan oleh Dinas Kepemudaan2

Oiahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
b. Pengetahuan Tradisiona! dilaksanakan oieh Dinas Pendi(Sk.an. Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Per]ndustdanl
Dinas KeWmudaan, Olahraga, Padwisata dan Kebudayaan, Dinas Arsip
dan Perpustakaan, Dinas Pangan dan Pertanian dan Dinas Perikmlan
dan Peternakan:

c. Sumber Daya Genetik dilaksanakan oIeh Dhlas Pangan dan Pertanian
dan Dinas Perikanan dan Peternakan:

d. Indikasi Asal dilaksanakan oleh Dinas Koperasi) Usaha Ke 4...iI dan
Menengah> Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kepemudaan1

] #/3?'
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£>lahFaga9 Padwisata dan Kebudayaan dan Dinas Pangan dan
Pertanian; dan

e' Potensi Indikasi Geoga6§ daaksanakan oleh Dinas Kopera§i, U§aha
Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dan -Dinas-pangandan Pertanian.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 13
Pencatatan KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan
terhadap KIK yang belum terdata.

Pencatata=n KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secaraelektronik.

Pfncatatan secara elekUonik sebagainlana dimaksud pada ayat (2)
dil?kukan melalui pangkalan data Pemerintah Daerah Kabupaten yang
terintegrasi dengan sistem KIK Indonesia.
!)alaIn hal Pemerintah Daerah Kabupaten Udak memiliki pan@!an data.I
Pemerintah Dae!:ah Kabupaten memanfaatkm1 pangkalan dat; yang tela};
tersedia di kementerian/lembaga pemerintah nonkementerim atau
Pemerintah Daerah Kabupaten lain.
Pencatatan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daaksanakan oleh
PemeTintah Daerah Kabupaten berdasarkan permohonu1 atau pengkajian
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentum1 peratJran
perundang-undangan.

(5)

(1)
Pasal 14

Peru}o FlorIan pencatatan KIK sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 13 ayat
(5) diajukan oleh:
P. Komunitas Asal kepada Perangkat Daerah yang membidangi; atau
b' Perangkat Daerah Yang membidangi kepada Menteri atau

menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
Permolronan pencatatan I(IK seba]gaimmra dimaksud pada ayat (1) dengan
melengkapi persymatan administratif, - - ’ ’ “

PersaYaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
sesuai ketentuan peraturm1 perundang-undangan.
Pfrfnohonan pencatatan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan secara elektronik atau non elektronik.

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasa1 15
Pe'lgkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) daakukan
oleh Pemedntah Daer ah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangall.
?erangkat Daerah Yang membidangi melakukan pencatatan KIK
berdasarkan hasi1 pengkajian.

(1)
Pasa1 16

Perangkat Daerah Yang membidangi melakukan pemeriksaan
kelengkapan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Dalam hal berdasarkan hasil pemerjksaan terdapat kekwangan
lengkapan persYaratan administratif sebagahIrana dimaksud pada ay at
(1}> Perangkat Daerah yang membidangi memberitahukul kepada
pemohon.
Pemenuhan persYaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dHa.kukanverifikasi.

Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud
Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membentuk tbn.

A

(2)

(3)

(4)
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Pasal 17

Dalam hal permohonan yang telah diverifikasi memenuhi unsur kual#ikasi
sebagai KIKJ Pemedntah Daerah Kabupaten menerbitkan bukti pencatatan KJK.

Pasal 18

Permohonan pncatatan KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak
dikenakan biaya.

Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemer{ksaan! vermkasi dm1
pembentukan tim sebagainlana dimaksud dalam 16 diatur dalam Perattu'm
Bupati.

BAB IV
PENJAGAAN DAN PEMELIHARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

(1)
(2)

Pasa1 20
Pemedntah Daerah Kabupaten melakukm1 penjagaan KIK.
Penjagaan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukanmelalui:

a. pencegahan eksploitasi KIK yang tidak sesuai dengan nUai, makna)
identitas KIK, dan /atau pranata sosial yang berlaku dahn Komunitas
Asal; dan/atau

!. mediasi dan/atau advokasi atas permasalahan hukum yang terkdt KIK
Penjagaan KiK dapat juga dilakukan oleh Komunitas Asal melalui
pencegahan eksploitasi KIK yang tidak sesuai dengan naai, makna7
identitas KIK, danlatau pranata sosial ymrg berlaku dalam Komunitas Asal:

(3)

(1)
(2)

Pasal 21
Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pemeHhmau1 KIK

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dengan cara:
a. edukasi;b. literasi:
c. sosialisasi dan promosi; dan/atau
d' pemanfaatan KIK Yang memberikan keuntungan bagi Komunitas Asa1
Pemeliharaan KIK dengan cara edukasi sebagaimana d&naksud pada ayat
(2) huruf a berupa:
a. penyediaan inforrnasi;
b. pemberian konsultasi;
c. pemberian bimbingan teknis; dan
d. peningkatan ketermnpilan.
Pemeliharaan KIK dengan cara literasi sebagainlana dimaksud pada ayat
(2) hunS b berupa: - "

a' pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk; dan
b. pengembangan konten.
Pemeliharaan KIK dengan cara sosialisasi dan promosi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa;

pe[tunjukan seni budaYa dan produk secara berkesinambungu1 dan
berkelanjutan;
kegiatan pameran; dan

a

b
c. penYediaan IIlang untuk kegiatan promosi.

(3)

(4)

(5)

]„;£W



-9-

(6) Femebharaan KIK dengan cara pemanfaatan KiK yang memberMan
Feufltungan bad Komunitas Asa! sebagaimana dimaksu/ pada ayat (2)
hudf d berupa:
a' ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pengembangm1

dan pemberdayaan Komunitas Asal; dan – - - - -’ '’
b' ketersediaan sarana teknologi, informasi dan komurlikasi.

BABV
SISTEM iNFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

(1)

(2)

Pemenntah Daerah Kabupaten menyusun sistem informasi
terintegrasi dengan sistern informasi nasional IOK.
Sistem informasi nK sebagaimana dhnaksud pada ayat (1) palhlg sedilat

Pasal 22
KIK yang

memuat:
a.
b.

llama, bentuk, dan sifat KIK;
Komtmitas Asal atas KIKI
wilayah atau !okasi taK;
deskdpsi KIK; dan
dokurrrentasi }{lK.

C.

d.

BABVI
PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

(1) Setlap orang dapat memanfaatkan KIK yang dimuat dalam sistem klformasi

a
b

Pasal 23

KIK dengan ketentuan:
menyebutkan asa1 Komunitas Asal KIKi
tetap menjaga nilai, makna, dan identitas KIK; dan

c. memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalan1 masyarakat

(2) Dalam hal KIK memil tld sifat sakral) rahasia7 dan/atau ctipegang tegxlh9
pemanfaatan KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

pengernbannya.

mendapatkan izin dart Komttnitas Asal
Pemanfaatan KIK untuk kepentingan komersial harus lnendapatkan izin
?esuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemanfaatan !<lK untuk kepentingan komersial sebagaimana dimaksud
pada aYat {3i dilaksanakan dengan memperhatikan pembagian manfaat
Yang disepakati se$uai dengan ketentuan perattuan peru!!dang-undangan.
Bentuk dan tata cara mendapatkan kin sebagaimana dhnaksud pa_da a),at
(? I dan pembadan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan oIe tl Bupati sesuai dengan kewenangannya.

(3)

(4)

(5)

BAB VII
PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 24

MasYarakat dapat berperan serta dalarn penjagaan dan pemelalmmn }(IK.

(1)
Pasal 25

Peranserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilakukan
dengan cara:
a. memberikan informasi, laporan, saru1, aspirasi dan/atau kl{tik dalam

penyelenggaram1 Kl!(; dan
b. melaporkan penyalahgpnaan }(IK .

1 IUI
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(2) ketentuan lebih lanjut mengenai peranserta masyarakat
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

sebagaimana

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 26
Pendanaan untuk inventarisasi, penjagaan, dan pemeliharaan KIK
bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau
b' sumber lain Yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan .

dapat

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1
(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasa1 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengHndangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenPurwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 7 Agustus 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal, 7 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATE.N
PURWAKARTA,

Ttd

NORMAN NUGRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA
BARAT: (4/95/2024)

Salinan Sesuai dengan a8linya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETD A KABUPATEN PURWAKARTA

SUNTAh4A, SH. M.Si.
NIP. 19680408 199901 1 001
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKAR’rA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL

1. UAAUM

KekaYaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir
Yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bergWla untuk
manusia. Flak atas kekayaan intelektual diberikan oleh negara kepada
kreator, inventor, desainer> dan pencipta berkaitan dengan-kreasi *atau
FarYa intelektual mereka. Bentuk kepemihkan terhadap kekayaan
lntelektual ini diba# menjadi 2 (dud yaitu kepemilikan personal dan
kepemilikan komunaI. ' - - '

KekaYaan intelektual yang kepernilikannya personal adalah
kekaYaan intelektual yang bersifat eksklusif dan individual9 seperti hak
clpta> paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata
jet;ak sirkuit terpadu. Sedangkan kekayaan intelektua1 yang
FepemilikannYa komunal adalah kekayaan intelektual yang be;sifa{
inkiusif pan kelompok serta merupakan warisan budaya tradisiona! ymlg
perlu dilestadkan karenamenjadi identitas suatu kelompok 'atati
masyarakat.

Peraturan Daerah ari dimaksudkan sebagai dasar- huklnn dalam
pelaksanaan inventarisasi KIK yang mehputi Ekspresi Budaya
Tradisional, PengetahUan Tradisionalp Sumber Da),a (Ie;leUkJ kldikisi
Asal, dan Potensi Indikasi Geografis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cul(up jelas.

Pasal 7

/ tv z
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Cukup je las.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal iO

Cut{up jelas.

Pasa1 il
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasa1 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jeias.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal lg

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasa1 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

/Lq„
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Cu}cup je las.

Pasal 24

CukuF) jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cu}cup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARFA TAHUN 2024
NORAOR 4

/ L„„


